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Harakatuna.com. Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
akan segera merombak struktur organisasinya agar sesuai dengan peran sebagai
koordinator dalam pencegahan terorisme, sesuai dengan amanat Undang-undang
(UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono, sejak diberlakukannya
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT tidak lagi memiliki wewenang untuk
melakukan penegakan hukum atau tindakan penindakan. Fokus utama mereka
saat ini adalah upaya pencegahan.

“Jadi organisasi yang kita sedang laksanakan sekarang yaitu strukturnya, masih
mengacu kepada Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang didasari dari Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003. Nah ini tentunya sudah berbeda nuansanya,
karena kalau dulu BNPT dengan Undang-undang No 15 Tahun 2003, Perpres
Nomor 46 Tahun 2010 kita bisa melakukan penangkapan, bisa melakukan
penindakan, tetapi sejak terbit dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,
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BNPT tidak lagi melaksanakan penegakan hukum, tidak bisa lagi melaksanakan
penindakan. Kita hanya banyak berkecimpung di pencegahan,” Bangbang di
Bogor, Jumat (1/9/2023).

Karena BNPT kini berperan sebagai koordinator seluruh aparat penegak hukum
dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia, penyesuaian struktur organisasi
menjadi penting. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan berbagai instansi, termasuk
kepolisian, kejaksaan, dan bahkan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas)
dalam upaya pencegahan tersebut.

Bangbang menekankan bahwa perubahan struktur ini juga sesuai dengan amanat
UU Nomor 5 Tahun 2018 yang mengharuskan BNPT menjadi pusat analisis dan
pengendalian krisis saat terjadi serangan teror. Namun, hingga saat ini hal itu
belum dilaksanakan.

Ia berpendapat bahwa pusat analisis dan pengendalian krisis adalah aspek
penting karena akan membuat BNPT lebih efektif dalam menangani situasi
darurat terorisme.

Oleh karena itu, BNPT sedang berusaha untuk mewujudkannya, baik dari segi
infrastruktur maupun keberadaan hukum yang memungkinkan mereka
mengumpulkan data secara real-time dan memberikan respons yang cepat
terhadap serangan terorisme.

Namun, Bangbang menggarishawahi bahwa meskipun ada beberapa keterbatasan
dalam pelaksanaan tugas, BNPT tetap beroperasi secara maksimal dalam
menangani isu terorisme di Indonesia.

BNPT memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan mencegah perpecahan akibat serangan terorisme.

Dengan penyesuaian struktur yang akan datang, program BNPT diharapkan dapat
lebih terfokus, dan pencapaian serta indikator kinerja akan menjadi lebih terukur.
Terorisme, seperti yang ditegaskan oleh Bangbang, bukan hanya merupakan
kejahatan biasa, tetapi juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan
melintasi batas negara.



